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PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 9 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN,
PENJUALAN DAN MENGKONST/MSI MINITMAN BERAT KOIINY DAy 2=e
KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol
yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat
~maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman
beralkohol perlu diatur tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban
Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam
Kabupaten Pinrang; _ ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Larangan,
Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengkonsumsi
Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lcmbaran"NéJ},ara Nomor 3209);
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11.

2 ..

Undang-undang ‘Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran ~ Negara Tahun 1992 . Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495),

. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan\

T nevnlinmcse Aammen ATmece~ne 700N
LCllivalall [yCrala INUINIYL J02 7 ),
ann

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan -
Kecuangan - antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara

~~ La & 1 1 T 1 -

Neégara Tanun 1995 INOWOP 72, Tamvanan iL€ivaian ivegai
Nomor 3848); |
Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahai
atas Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043%),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinast
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
Peraluran Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000  ieniang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tzhun 200! tentane Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol:

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden di Daerah:

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-
J

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PEMDA Tk. II Pinrang
(Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 08 Seri D).

Dengan Persetujuan :

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN PINRANG

netapkan : PERATURAN DAERAH KARIP ATEN PINRANG TENTAXNT

LARANGAN, PENGAWASAN . DAN  PENERTIBAN
PEREDARAN,  PENJUALAN DAN MENGKONSUMSI
MINUMAN BERALKOHOL DALAM  KABUPATEN
PINRANG. |

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Ao o

Daerah adalzh Kabunaten PDinrane:

M!Jul\-rl.l 4 uu ﬂlla,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung Ethanol yang diproses
dari- bahan asli pertanian‘yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi
dan destilasi, baik dengan.cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak,
menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman

yang mengandung ethanol,
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f Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk dapa
masuk dan menyalurkan minuman beralkohol dalam jumlah dan kada;
alkohol yang terbatas atau sesuai ketentuan yang tefan ditetapkan;

Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang

dipasok atau yang diedarkan di dalam Daerah;

h. Tim Pengawasan . dan Penertiban Minuman Beralkohol adalah Tim yang -
dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Instansi terkait di daerah yans
bertugas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman
beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati,

i. Hotel adalah Banounan wvang kbnsue dicediakan basi granz ganik dasz

e

menginap/istirahat guna memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya
dengan . dipungut bayaran, iermasuk bangunan lainnya yang menyatu

dikelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan

perkantoran; :
I.abel adalah suatu tandz pengendali yang ditempelkan pada kemasan

o

minuman beralkohol dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah

S s

BAB 1T
LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKS!

MINUMAN BERALKOHOOL

Pasal 2

Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman heralkohol di
dalam Daerah

Pasal 3

Tidak dikeluarkan izin terhadap usaha pembuatan dan atau produksi-minuman .
beralkohol baik secara mekanik maupun tradisional. |
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Pasal 4

(1) Seuap Badan Usaha dan atau Perorangan dilarang menjual minuman beralkohol
kecuali pada tempat- tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati, |

(2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus dicantumkan dalam Surat Izin yang
diberikan oleh Bupati. _ g

Pasal §

(i) Seveium wemberikan izin sebagaimana dimaksud padd pasal 4 ayat (1) harus
mengumumkan Permohonan Izin tersebut disckitar lokasi dan tempai lain vang
diusuikan oieh pemohon selama 1 {satu) bulan;

(2) Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang dimaksud pada ayat (1) di
atas, maka izin tersebut tidak dapat diberikan / tidak dapat dikabulkan:

(3) izin tersebut tidak dapat dipindahkan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 6

(i) izin tempat penjuaian minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada
pengusaha Hotel berbintang 111, IV dan V yang memenuhi syarat;

(2) Minumam beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat
umum seperti : Rumah Makan / Warung, Wisma, ‘Gelanggang Olah Raga

Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal / Stasiun, Pasar, Kios-xios,
Café, Rumah-rumah penduduk dan tempat / lokasi lainnya yang dapat
menggangeu ketertiban umum. '

Pasal 7
(1) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1)

tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat Ibadah, Sekolah, ‘Rumah Sakit,
Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 500 Meter;
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(2) Minuman beralkohol dilarang dikonsumsi / diminum dan atau dijual kepa

" anak ~ anak dibawah umur ( 21 Tahun kebawah ), Pelajar / Mahasiswa da

“Anggota TNT / POLRI, Pegawai Negeri Sipil serta pejabat lainnya di temp;
sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2); |

(3) Setiap Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaran

menjual/menerima pesanan minuman beralkohol dari pihak manapun unty

dikonsums: selain pada tempat yang telah ditetapkan.
BAB I
PENGGOLONGAN MINTIMAN BERAIKGEHOL

Pasal 8

Minuman Beralkohol dapat digolongkan menjadi :

(1) Golongan A : Minuman Berkadar Alkohol / Ethanol (C2H50H) 1% s/d
- 5%:
(2) Golongan B : Minuman Berkadar Alkohoi / Ethanoi (CZH

5% sia 20%;

(3) Golongan C : Minuman Berkadar AJkohol/Ethanol (C2H50H) lebih dan
20% s/d 55% ; :

(4) Golongan D - Minuman yang dapat memabukkan dan  berkadar
‘Alkohol tidak atau helum terdeteksi

SQH) lebih dari

Pasal 9

(1) Minuman beralkohol G Golongan A, B dan
Berbintang 111, [V dan \ -

(2) Untuk  Minuman beralkohol Gol idak boleh
diedarkan/diperjualbelikan: o P ek ’
(3) Bupati dapat membatasi jumlah dan

golongan yang dapat dijual ditempat

C hanya dapat dijual di Hote

jenis minuman- beralkohol pada semua)
penjualan yang telah memperoleh Izin..
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Pasal 10

(1) Penj}xal Mi.numan beralkohol Golongan A tidak boleh melayani pengguna /
peminum di atas 1000 (Seribu) ml:

(2) Penjual Minuman beralkohol Golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna /
peminum diatas 100 (Seratus) ml:

{3) Penyaluran / penjualan minuman beralkohol lebih dari 1000 (Seribu) mi untuk
golongan A dan lebih 100 (Seratus) ml untuk golongan B dan C hanya dapat
dikonsumsi / diminum di tempat penjualan dengan batas Maximum 2000 (dua
ribu) ml untuk golongan A dan 500 (Lima ratus) ml untuk Golongan B dan C.

Pasal 11

(1) Penjualan minuman beralkohol harus menyampaikan data pengguna / peminum,
jenis dan jumlah minuman beralkohol secara berkala kepada Tim Pengawasan -
dan Penertiban Minuman Beralkohol Kabupaten Pinrang; ..

(2) Pengguna/ pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman
dan ketertiban Umum.

Pasal 12

Batas waktu penjualan / dikonsumsi minuman beralkohol di tempat penjualan

ditetankan mulai fam 21 00 </d Jam 24 00 Wimna
ﬂ----_r-wA; - - - s sl s A . W . - .
BAB IV

PE:\'GAWAS.—\N PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

Pasal 13
Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol / kemasan

dengan mencantumkan Label Jenis Minuman, Kadar Alkohol / Ethanol, Volume
Minuman sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 14

(1) Bupati dapat membentuk Tim yang dapat melakukan Pengawasan, Penertiban
dan Peredaran Minuman Beralkoho! di tempal penjualan minuman beraikohol di
dalam Daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada Perusahaan Swasta;

(2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol
tefsebiit, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah; |

(3) Tith “remberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin
sebagaimana dimaksud Pasai 2 Peraturan Daerzh ini; |

(4) Tim' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 15

Badan Usaha dan atau Perorangan yang menjual minuman beralkohol perkewajiban

untuk :

a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan dan sekitarnya,

b. Meminta bantuan kepada Petugas Keamanan untuk menertibkan dan
mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat
dicegah sendiri;

c. Izin harus ditempelkan di tempat pejualan sehingga mudzh dilikat oleh umum,

lillas=m e ¢
— s

d. Harus ditempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang
‘ man harallralial 221 ;

meminum minuman beralkoho! tidak boleli berlebihan atau sampai mabuk.
Pasal 16 -

Bupati berwenang mencabut Izin Peredaran dan lzn Tempat Penjualan muinuman

beraikohol yang teiah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang
diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentinean umum '

L _Pasal 17

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan-

khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman'
dan ketertiban Umum., |
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BAB V

PENERTIRAN

Pasal 18

jumlah jenis minuman beralkcho! yang dapat diedarkan di Daerah

m——aasifSi Smce acicsinmasa
s -

St
In nbatasi
setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

g

acal 10
Sassaam an r

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dapat dilakukan olch !im
Pengawasan dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

T _
rasai 20

Bupati dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban di tempat-tempat penjualan
minuman berzalkchol sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlakn .

BAB VI
- 'KETENTUAN PIDANA
’ Pasal 21
(1} Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal S, pasa! 6
pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini

diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda sstinggi-
tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran,

(3) Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini
terhadap pengedar / pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 22

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah in
dapat juga -dilakukan oien Penyidik Pegawai Negeri Sipii di Lingkungan
Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalan :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dalam Peratuarn Daerah ini agar keterangan
atau laporan lersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lam
berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini:

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
hahan bukti tersehut-

- £ Meminta.bantuan tenaga ahli dalam.rangka pelaksanaan tugas penyidikan

,.+: tindak pidana dalam Peraturan Daerah:ini;:

- g Menyuruh berhenti, melarang seseorang méninggalkan ruangan atau tempal

pada saat pemeriksaan  sedang -berlangsung dan memeriksa identitas
seseorang dan atau dokumen yang dlbawa sebagalmana yang dimaksud pada
hurufe; g
h. Memotret seseorang yang, berkaxtan dengan tmdak pidana dalam Pcraturan
Daerah ini ; . P TR e I
1. Memanggil orang untuk drdengar keteranoannya dan diperiksa <ebao..!

tersangka atau saksi,
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1. Menghentikan penyidikan;
. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
(6) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai
d\.n._a.u Kctentuan 3 yaiig diatur dalam Uudang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

¥ AT NIYYY
AFPAAS Yyaan

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hai-hal yang beium cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mcngenal
teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

sEJER

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

Disahkan di Pinrang

Pada tanggal 24 Oktober 2002
BUPATI PINRANG,
Cap / ttd.

Drs. H. A. NAWIR, M. Si.
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Diundangkan di Pinrang
_Pada tanggal 24 Oktober 2002

IS DAERAH KABUPATEN PINRANG,
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LEMBARAN DAFRAH KARUPATEN PINRANG

TAHUN :2002 NOMOR:9
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